
 

Tujuan : Meningkatnya kinerja penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah 

 

Indikator :  Nilai AKIP Kabupaten 

Sasaran : Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan 

Pembinaan, Koordinasi Dan Fasilitasi Pelayanan 

Pemerintah Daerah Yang Efektif dan Efisien 

  

                   Indikator : 1. Nilai AKIP Setda 

                2. Nilai LPPD dan LKPJ 

                                    3. IKM  

Program Perekonomian dan Pembangunan 
Sasaran :  

  

1Meningkatnya peran kebijakan daerah dalam penyelenggaraan program perekonomian dan pembangunan.  

Indikator :      
1. Persentase perumusan kebijakan bidang Perekonomian dan Pembangnan 

 

 

 

  

Program Pemerintahan dan Kesra 

Sasaran : Meningkatnya peran kebijakan daerah dalam penyelenggaraan pemerintah dan kesejahteraan rakyat 

Indikator : 1. Persentase prumusan kebidakan bidang pemerintahan dan 

Kesra 

  

Program Administrasi Umum 

Sasaran : Meningkatnya kualitas evaluasi kelembagaan, anjab, 

pelayanan publik, ketatalaksanaan dan kinerja instansi 

 

Indikator: 1. Terpenuhinya sarana dan prasarana yang dibutuhkan 

2..Nilai Penataan Organisasi 

 

Kegiatan Pelaksanaan 

Kebijakan Perekonomian 

 
Indikator 

 

 Kegiatan Pemantauan 

Kebijakan Sumber Daya 

Alam 

 Kegiatan Pelaksanaan Administrasi 

Pembangunan 

Sasaran: Meningkatnya pelaksanaan 

program pembangunan yang tepat waktu 

Indikator : : Persentase pelaksanaa 
pembangunan yg tepat waktu 

 

 Kegiatan Pengelolaan 

Pengadaan Barang dan Jasa 

Indikator : Jumlah fasilitasi 
Penyelenggaraan Pengadaan 

Barang dan Jasa Pemerintah 

Kabupaten 

 

Sub Keg. Fasilitasi Penyusunan 

Program Pembangunan 
Sasaran : Tersusunya dokumen 

program pembangunan daerah 

Indikator : Jumah Dokumen 

Program Pembangunan yang 

disusun 

 Sub Keg. Pengendalian dan 

Evaluasi Program Pembangunan 

Sasaran : Tersusunya dokumen evaluasi 

dan pengendalian program pembangunan 

Indikator :Jumlah dokumen evaluasi 
dan pengendalian pelaksanaan 

program pembangunan yang tersusun  

 

 

Sub Keg. Pengelolaan Evaluasi 

dan Pelaporan Pelaksanaan 

Pembangunan 

Sasaran : Tersusunya 

dokumen pelaporan  
Indikator : 

1. Jumlah evlap pelaksanaan 
bankeu 

2. Jumlah informasi 

pembangunan yang terekspos 

 

Sub Keg. Pengelolaan 

Pengadaan Barang dan Jasa 

Indikator :Jumlah Paket 

Pengadaan yang ditangani 
 

 

Sub Keg. Pengelolaan 

Layanan Pengadaan secara 

Elektronik 

Indikator :Jumlah Layanan 

Pengadaan Barang dan Jasa 

secara Elektronik 
 

Sub Keg. Pembinaan dan 

Advokasi Pengadaan 

Barang dan Jasa 

Indikator : Jumlah 

Pelaksanaan pembinaan dan 

advokasi pelaku pengadaaan 
 

Kegiatan Pelaksanaan 

Kebijakan Kesejahteraan 

Rakyat 
Indikator :  Prosentase 

pelaksanaan kebijakan 

kesejahteraan rakyat. 

 

Kegiatan Fasilitasi 

Kerjasama Daerah 

Indikator : Persentase 
Fasilitasi Kerja Sama Daerah 

 

KegiatanAdministrasi Tata 

Pemerintahan 

Indikator : Persentase 

Fasilitasi Administrasi 
Pemerintahan dan Otonomi 

Daerah 

 

Kegiatan Penataan Organisasi 

Sasaran : Meningkatnya kualitas 

evaluasi kelembagaan, anjab, pelayanan 

publik, ketatalaksanaan 
Indikator :Persentase dokumen 

kelembagaan dan analisis jabatan, 

pelayanan publik dan tata laksana, 

kinerja dan implementasi reformasi 
birokrasi 

 

Kegiatan Fasilitasi dan 

Koordinasi Hukum 

Indikator : 

1. Persentase produk hukum   

daerah yang ditetapkan 
2. Persentase penangan 

perkara dan fasilitasi 

bantuan hukum kepada 

warga miskin 
3. Persentase produk hukum 

daerah yang dipublikasi dan 

diupload melalui website 

…..  
 

Sub Kegiatan Koordinasi, 

Sinkronisasi, Monitoring 

dan Evaluasi Kebijakan 

Pengelolaan BUMD dan 

BLUD 

Indikator :  Jumlah dokumen 
pelaporan yang di susun 

BUMD 

  

Sub Kegiatan Koordinasi, 

Sinkronisasi dan Evaluasi 

Kebijakan Pertambangan 

dan Lingkungan Hidup 
Indikator : Jumlah Rapat dan 

Monev Potensi Pertambangan 

  

Sub Kegiatan Pengendalian 

dan Distribusi 

Perekonomian  

Indikator : Jumlah Rapat dan 

Monev LPG, TPID, 

DBHCHT, TP2DD 

Sub Kegiatan  Koordinasi, 

Sinkronisasi dan Evaluasi 

Kebijakan Pertanian, 

Kehutanan, Kelautan, dan 

Perikanan 
Indikator :  Jumlah Rapat dan 

Monev KP3, Sekretariat 

DBHCHT 

  

Sub Kegiatan Perencanaan 

dan Pengawasan Ekonomi 

Mikro kecil 

Indikator : Jumlah Rapat dan 
Monev TPAKD, Pembinaan 

LKM, Sosisalisasi Akses 

Permodalan bagi UMK dan 

Pameran 

  

Sub Kegiatan Koordinasi, 

Sinkronisasi dan Evaluasi 

Kebijakan Energi dan Air 
Indikator : Jumlah Rapat dan 

Monev Potensi Sumber Daya 

Alam ( Energi dan Air ) 

  

Sub Kegiatan  Pelaksanaan 

Kebijakan, Evaluasi dan 

capaian kinerja terkait 

kesejahteraan masyarakat. 
Indikator : jumlah 

pelaksanaan kebijakan 

kesejahteraan masyarakat 
 

Sub Kegiatan Pengelolaan 

Administrasi Kewilayahan 
Indikator :Jumlah dokumen 

Administrasi Kewilayahan 
yang tersusun 

 

Sub Kegiatan Penataan 

Administrasi Pemerintahan 
Indikator : Jumlah Dokumen 

Administrasi Pemerintahan 

yang tersusun 
 

Sub Kegiatan Pelaksanaan 

Kebijakan, Evaluasi dan 

Capaian Kinerja Terkait 

Kesejahteraan Sosial. 
Indikator : Jumlah 

pelaksanaan kebijakan 

kesejahteraan social. 

 

Sub Kegiatan Evaluasi 

Pelaksanaan Kerjasama 
Indikator : Jumlah Kegiatan 

evaluasi pelaksanaan 
kerjasama yang dilaksanakan 

 

Sub Kegiatan Fasilitasi 

Pelaksanaan Otonomi 

Daerah 
Indikator : Jumlah 

pelaksanaan kegiatan hari 

besar nasional dan hari jadi 

Kab. Banjarnegara 

Sub Kegiatan Fasilitasi 

pengelolaan bina mental dan 

spiritual. 
Indikator : Jumlah jamaah 

Haji yang terlayani, jumlah 

kegiatan-kegiatan pendukung 

yang dapat difasilitasi.  
 

Sub Kegiatan Fasilitasi 

Kerjasama Dalam Negeri 
Indikator : Jumlah Dokumen 

Kerja Sama yang tersusun 
 

Indikator : 

Sub Kegiatan  
Indikator : …..  

  

Sub Kegiatan  
Indikator : …..  

  

Sub Kegiatan : Pengelolaan 

Kelembagaan dan Anjab 
Indikator : 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sub Kegiatan Fasilitasi 

Penyusunan Produk 

Hukum Daerah 
Indikator : Jumlah himpunan 

produk hukum daerah..  
  

Sub Kegiatan Fasilitasi 

Bantun Hukum 
Indikator : Jumlah pelaporan 

ranham 
  

Sub Kegiatan Pelaksanaan 

Penatausahaan dan 

Pengujian/Verifikasi 

Keuangan 
Indikator : Prosentasi 

Pemenuhan Kesesuaian data 

pengajuan belanja dan DPA 
  

Sub Kegiatan Koordinasi dan 

Penyusunan Laporan 
Keuangan Setda 

Indikator : Prosentasi 

Pemenuhan Laporan 

Keuangan yang tepat dan 
akurat 

  

Sub Kegiatan Pelaksanaan 

Medical Check Kepala dan 
Wakil Kepala Daerah 

Indikator : Persentase 

pemenuhan pelayanan 

Kesehatan  Kepala dan 
Wakil Kepala Daerah   

  

Sub Kegiatan Penyediaan 

Jasa Pelayanan Umum Kantor 
Indikator : Prosentase 

Pemenuhan Honor dan Iuran 

PTT dan THL 

Sub Kegiatan Penyediaan 

Gaji dan Tunjangan ASN 
Indikator : Prosentasi 

Pemenuhan Gaji dan 

Tunjangan ASN  

Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian 

Dinas dan Atribut Kelengkapan 

Kepala dan Wakil Kepala Daerah 
 Indikator Persentase pemenuhan 

pakaian dinas pejabat dan istri 

beserta perlengkapannya 

Sub Kegiatan Penyediaan  Dana 

Penunjang Operasional Kepala 

dan Wakil Kepala Daerah 
Indikator : Prosentase 

Pemenuhan kebutuhan biaya 

operasinal Kepala dan Wakil 

Kepala Daerah 

Sub Kegiatan Penyediaan 

Jasa Peralatan dan 

Perlengkapan kantor 
Indikator : Persentase 

pemenuhan kebutuhan  Sewa 

sarana dan prasarana kantor.  
  

Sub Kegiatan Penyediaan 
Bahan Logistik Kantor 
Indikator : Prosentasi 

pemenuhan Jumlah bahan 

logistik yang sesua kebutuhan 

Sub Kegiatan Penyediaan 

Peralatan dan Perlengkapan 

Kantor 
Indikator : Persentase 
pemenuhan kebutuhan 

peralatan dan bahan 

pembersih di rumah jabatan 

dan Sekretariat Daerah 
  

Sub Kegiatan Penyediaan Gaji 

dan Tunjangan Kepala dan 

Wakil Kepala Daerah 
Indikator : Prosentasi 

Pemenuhan Gaji  dan 

Tunjangan Kepala dan Wakil 

Kepala Daerah  
  

Sub Kegiatan  Pemeliharaan 

dan Pajak Kendaraan 

Perorangan Dinas atau 

Kendaraan Dinas Jabatan dan 
Kendaraan Dinas 

Operasional/Lapangan 
Indikator : Prosentase 

Pemenuhan Pemeliharaan 
terhadap Kendaran Jabatan dan 

Operasional 

Sub Kegiatan Penyediaan 
Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan Bangunan 

Kantor  

Indikator : Persentase  
pemenuhan  kebutuhan instalasi 

listrik/komponen listrik di rumah 

jabatan 
 

Sub Kegiatan Penyediaan 

Jasa Komunikasi, Sumber 
Daya Air dan Listrik 
Indikator : Persentase 

pemenuhan kebutuhan  

pembayaran tagihan 
rekening  listrik, air dan 

telepon;    
  

Sub Kegiatan Pengadaan 
Sarana dan Prasarana 

Pendukung Gedung Kantor 

atau Bangunan Lainnya 
Indikator : Prosentase 
pemenuhan kebutuhan 

Peralatan dan Perlengkapan 

rumah jabatan/dinas  dan 

Kantor 

Kegiatan Administrasi Keuangan 

Perangkat Daerah 

Indikator : Terlaksananya 
pengelolaan keuangan Setda 

yang transparan dan akuntabel 

Kegiatan Administrasi Umum 

Perangkat Daerah 

Indikator : Tercukupinya 

sarana dan prasarana kerja 
yang menunjang pelayanan 

administrasi perkantoran  

Kegiatan Pengadaan Barang 

Milik Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

Indikator : Terpenuhinya 

perlengkapan rumah 

jabatan/dinas dan Kantor Setda  

Penyediaan Jasa Penunjang 

Urusan Pemerintahan 

Daerah,                      
Indikator : Terenuhinya  

kebutuhan  jasa pada Rumah 

Jabatan/Dinas dan kantor 

Kegiatan Pemeliharaan 

Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 
Indikator : Terpeliharanya 

Aset Milik Daerah di 

lingkungan Setda 

Kegiatan Administrasi 
Keuangan dan Operasional 

Kepala dan Wakil Kepala 

Daerah  
Indikator : Terpenuhinya  

kebutuah keuangan dan Sarana 

prasarana Kepala dan Wakil 

Kepala Daerah 

Sub Kegiatan Pengendalian 

Keuangan Sekretariat 
DaerahIndikator : Prosentasi 

pemenuhan belanja yang 

terkandali, tepat sasaran dan 

optimal  

Sub Kegiatan   Pemeliharaan/ 

Rehabilitasi Gedung dan Sarana 

Prasarana Gedung Kantor atau 

Bangunan Lainnya.       
Indikator : Prosentase 

Pemenuhan Pemeliharaan 

terhadap Rumah Jabatabn/Dinas 

dan Gedung Kantor 

Sub Kegiatan 

Pendokumentasian Produk 

Hukum Dan Pengelolaan 

Informasi Hukum 
Indikator : jumlah produk 

hukum yang disosialisasikan 

…..  
 

  


